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ABSTRAK

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya,
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Selain itu, Pasal
1868 BW memuat bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
Undang-Undang dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan
Ps 1870 & 1871 KUHPer mengatur bahwa Akta otentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi
kedua pihak memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yg mutlak. Bahwa Notaris berwenang
membuat akta otentik, karena diberi kewenangan oleh Undang-Undang, dan sebagai alat bukti yang
sempurna bagi para pihak, ahli waris, maupun sekalian orang yang mendapatkan hak dari akta tersebut.
Siapa saja yang menyangkal terhadap kebenaran dari akta otentik tersebut, maka pihak yang menyangkal
tersebutlah yang membuktikannya, termasuk pihak penyidik. Notaris, bukanlah pihak dalam suatu akta,
Dalam pasal 1868 KUHPerdata, Notaris dikenal sebagai Pejabat Umum (Openbare Ambtenaren) dan
telah dijabarkan dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004; Notaris adalah seorang yang dalam
menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip equality before the law, sepanjang dalam
melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang (pasal 16 dan
pasal 17 UU 30/2004 tentang kewajiban dan larangan).
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ABSTRACT

Notary is a General Office authorized to make an authentic act and other authority, as referred to in Act
No. 30 of 2004 on the notary office. In addition, Article 1868 BW states that an authentic act is an act made
in the prescribed form of the Law before the competent public official to that place where the act is made.

Whereas Ps 1870 & 1871 KIUHPer regulate that the Act is an authentic proof tool for both parties to give
parties an absolute proof That the Notary is authorized to make an authentic deed, as authorized by the
Act, and as a perfect means of evidence to the parties, heirs, and all persons entitled 1o the deed. Anyone
who denies the truth of the authentic deed, the denying party is the one who proves it, including the
investigator. Notary, not party to an act, In article 1868 of the Civil Code, Notary known as Public Official
(Openbare Ambtenaren) and has been enumerated in Law number 30 of 2004; A notary is a person who is
in the exercise of his / her position not subject to the principle of equality before the law, in the course of
carrying out his / her duties in accordance with the procedure specified by the Act (article 16 and article
17 of Law 30/2004 on obligations and prohibitions).
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PENDAHULUAN
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya,
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Selain itu, Pasal
1868 BW memuat bahwa suatu akta otentik ialah
suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan Undang-Undang dihadapan pejabat
umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu
dibuat. Sedangkan Ps 1870 & 1871 KUHPer
mengatur bahwa Akta otentik adalah alat
pembuktian yg sempurna bagi kedua pihak
memberikan kepada pihak-pi.hak suatu pembuktian
yg mutlak. Akta Otentik mempunyai kekuatan
pembuktian lahiriah, formil dan materil:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah ; akta itu sendiri
mempunyai kekuatan untuk membuktikan
dirinya sendiri sebagai akta otentik, karena
kehadirannya, kelahirannya sesuai /ditentukan
dengan  peraturan  perundang-undangan
mengaturnya;

2. Kekuatan pembuktian formil; apa yg
dinyatakan dalam akta adalah benar.

3. Kekuatan pembuktian materil; memberikan
kepastian terhadap peristiwa, apa yg
diterangkan dalam akta itu benar.

Seorang notaris menurut pendapat Tan Thong

Kie yaitu: “Notaris adalah seorang fungsionaris

dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang

notaris masih disegani. Seorang notaris biasanya

dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang

dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan.

! Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat dan Serba Serbi
Praktek Notaris,Buku I, (Jakarta, PT.Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2000), hal 157

Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan
(konstatir) adalah benar, ia adalah pembuatan
dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.!
Lebih lanjut mengenai seorang notaris, Tan Thong
Kie menjalankan sebagai berikut:

“Setiap masyarakat membutuhkan seseorang
(figur) yang keterangan-keterangannya dapat
diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya
serta segelnya (capnya) member jaminan dan bukti
kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan
penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup
mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat
melindunginya di hari-hari yang akan dating. Kalau
seorang Advokad membelah hak-hak seseoraﬁg
ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris
harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.”?
Bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik,
karena diberi kewenangan oleh Undang- Undang,
dan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para
pihak, ahli waris, maupun sekalian orang yang
mendapatkan hak dari akta tersebut. Siapa saja yang
menyangkal terhadap kebenaran dari akta otentik
tersebut, maka pihak yang menyangkal tersebutlah
yang membuktikannya, termasuk pihak penyidik.
Notaris, bukanlah pihak dalam suatu akta, Dalam
pasal 1868 KUHPerdata, Notaris dikenal sebagai
Pejabat Umum (Openbare Ambtenaren) dan telah
dijabarkan dalam Undang-undang nomor 30 tahun
2004; Notaris adalah seorang yang dalam
menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap
prinsip equality before the law, sepanjang dalam

melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur

2Ibid, hal 162
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yang ditentukan oleh Undang-undang (pasal 16 dan

pasal 17 UU 30/2004 tentang kewajiban dan

larangan).

Sepanjang telah dilaksanakan ketentuan-
ketentuan dalam UU tersebut maka seorang yang
menjalankan jabatan Notaris adalah “kebal hukum”.
Artinya Notaris tidak dapat dihukum oleh karena
atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya
menurut UU  yaitu melakukan  perbuatan
mengkonstatir maksud/kehendak dari pihak-pihak
yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka
lakukan dapat dibuktikan dengan akte otentik,
kecuali kalau Notaris yang tidak sedang dalam
kapasitas sebagai Notaris.

Dalam kaitan ini terdapat permasalahan yang

menarik yaitu:

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan pasal 66 ayat 1 khususnya wajib
dengan persetujuan MPD, tidak adanya

persamaan didepan hukum, dan bertentangan

dengan Konstitusi, atas permohonan:

a. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1)

Republik

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Undang-Undang Indonesia

Notaris (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 117,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4432) sepanjang
frasa/kalimat “déngan persetujuan Majelis
Pengawas Daerah™ bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Republik  Indonesia

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris

Indonesia Tahun 2004 Nomor 117,

(Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4432) sepanjang
frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis
Pengawas Daerah” tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat...”, sehingga
ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
4432) harus

“Untuk  kepentingan

Nomor dibaca, sebagai

berikut: proses
peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim berwenang: c. mengambil fotokopi
Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol
Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
d. memanggil Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan akta
yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang
berada dalam penyimpanan Notaris™;

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor 685/ Pid.B/2016/PN Malang dan Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor
603/  Pid.B/2017/PN  Denpasar  dengan

memperjelas bahwa notaris tetap dihadirkan

sebagai saksi dalam peradilan pidana. Sehingga
muncul problematika teoritis yaitu adanya
ketidakpastian hukum terkait penggunaan hak
ingkar notaris karena dalam putusan Putusan

Mahkamah Agung Republik In- donesia nomor
685/ Pid.B/2016/PN Malang dan Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor
603/Pid.B/2017/PN  Denpasar notaris tetap
hadir sebagai saksi dalam peradilan pidana.
Banyak notaris yang mencalonkan diri menjadi
anggota dewan baik itu di pusat maupun di
daerah, dimana banyak akan dilakukan
Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota
legislatif dan presiden serta wakil presiden.
Khusus untuk anggota legislatif (DPRD
Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR
serta Dewan Perwakilan Daerah/DPD), banyak
dari kalangan notaris dan PPAT melalui partai
politik tertentu yang “mengadu peruntungan”
untuk turut serta merebut satu kursi legislatif
tersebut. Dalam Konteks ini misal “mengadu
peruntungan” mungkin untuk melakukan
reposisi kedudukan dari notaris/PPAT sebagai
Pejabat Umum atau Pejabat Publik ke Pejabat
Negara, ataupun memang terpanggil untuk
berkiprah dalam dunia politik, sehingga bisa
berbuat lebih  banyak untuk rakyat,
dibandingkan dengan notaris yang seringkali
mengedepankan ego = pribadinya daripada
melayani masyarakat. Apapun alasannya sah-
sah saja, dan tidak perlu dipersoalkan, karena
semuanya akan kembali kepada yang
menjalaninya.

Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) RI
menggelar sidang perkara tingkat banding
terkait laporan dugaan pelanggaran terhadap
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang
dilaporkan oleh Serikat Pekerja Perkebunan
Nusantara VII (SPPN VII). Bertindak selaku
Ketua Majelis Hakim Dr. Freddy Harris ACCS,

yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Kekayaan

Intelektual Kemenkumham RI. Dihadiri Ketua
SPPN VII Ir. Vedy Pudiansyah selaku Pelapor,
dan Notaris Chairul Anom, S.H., sebagai
Terlapor. Keduanya hadir tanpa berwakil.
Sidang perkara 06/reg.banding/ MPPN/10/18
tersebut sebagai tindak lanjut dari Putusan
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi
Lampung Nomor: 01/PTS/Mj.PWN Provinsi
Lampung/I11/2018 tanggal 12 Maret 2018.
Sidang tersebut terkait dengan pemeriksaan di
tingkat Majelis Pengawas Daerah Notaris
(MPDN) Kota Bandar Lampung, Notaris
Chairul Anom dinyatakan terbukti melanggar
UUJN. Selanjutnya dalam pemeriksaan di
tingkat Majelis Pengawas Wilayah Notaris
(MPWN) Provinsi Lampung, Notaris Chairul
Anom juga terbukti bersalah dan diberikan
sanksi pemberhentian sementara selama tiga
bulan. Dalam perkara ini Terlapor secara terang
dan nyata diduga telah melakukan enam
perbuatan dalam kurun waktu 2006 hingga 2017
yang tidak berkesesuaian dengan UUJN. Yakni,
selaku Pejabat Umum tidak bersikap netral,
melakukan rangkap jabatan selaku Kuasa
Direksi PT Bumi Madu Mandiri, dan bertindak
seolah-olah seperti advokat yang pada saat
bersamaan aktif menjabat sebagai Notaris.
SPPN VII juga berharap kiranya MPPN RI
dapat melakukan pemeriksaan secara seksama
terhadap izin cuti yang diklaim dimiliki Notaris
Chairul Anom, S.H., dalam kurun waktu 2006
hingga 2017 yang kewenangan pemberian
izinnya patut diduga tidak sesuai dengan
ketentuan dalam UUJN. Hal ini mengakibatkan

PTPN VII berpotensi mengalami kerugian aset




negara atas tanah 4.650 hektar, sehingga secara
langsung juga akan berdampak kerugian pada
hilangnya tempat pekerja PTPN VII yang

tergabung dalam SPPN VII mencari nafkah.

PEMBAHASAN

Peran Notaris sebagai pejabat umum Kiranya
memerlukan pedoman yang dapat memberikan
perlindungan  hukum, kepastian hukum, serta
mekanisme pengawasan yang efektif, mengingat
profesi Notaris adalah bagian dari proses pelayanan
pemberian jasa hukum yang disisi lain menerima
kontra prestasi dari pengguna jasa hukum. Dalam
konteks  tersebut  diharapkan  profesi  Notaris

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Perlunya ketentuan tersebut dipedomani karena
kedudukan Notaris sebagai pejabat publik dilengkapi
dengan kewenangan yang luas di bidang hukum.
Kewenangan tersebut juga memuat konsekuensi
hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para
pihak jika Notaris tidak berhati-hati dalam
menjalankan profesinya. Dalam kaitan ini kiranya
Notaris perlu memperhatikan risiko hukum yangakan
terjadi, karena implikasi produknya dapat mengarah
kepada proses pengawasan yang dapat berujung pada

proses pengenaan sanksi pidana.
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Proses pengawasan Notaris tersebut menjadi
menarik jika dicermati dengan
memperhatikan permasalahan yang telah
disinggung di depan dengan menngunakan
sudut pemikiran perlindungan  hukum,
kepastian hukum, serta kebijakan pemidaan.
Mengingat pada awalnya peristiwa hukum

yang terjadi dan perlu dikenakan sanksi

NOTARIS

“Kesalahan *
| Kealpaan

Pertanggungjawaban

Administrasi Perdata

berawal dari proses kedudukan Notaris
sebagai profesi yang menjalan peran

sebagai pejabat publik.
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Posisi Notaris sebagai subyek hukum yang
menjalankan profesi menjadi hal yang patut
dipertimbangkan dari sisi kebijakan pengenaan
sanksi, khususnya sanksi pidana sebagai upaya
mengoptimalkan peran Notaris sebagai pejabat
umum yang professional. Bukan sekedar sanksi
yang memberikan rasa takut namun yang
proporsional. Kondisi ini menjadi penting agar
Pelayanan Jasa Hukum yang diberikan oleh
Profesi Notaris dapat berjalan sesuai amanah
sumpah jabatan dan ketentuan perundang-
undangan serta sanksi hukum dapat diterapkan
secara tepat. Pada akhirnya tidak berujung pada
penggunaan sanksi pidana sebagai keranjang
sampah penyelesaian permasalahan dalam

kegiatan profesi Notaris

| Kebijakan Kriminal
Social Welfare Policy

Pengenaan sanksi perlu
memperhatikan perbuatan hukum yang
dilakukan Notaris dalam menjalankan
profesinya, dalam hal ini tolok ukur
utama adalah apakah telah sesuai dengan
kemampuan rata-rata yang lebih dikenal
dengan standar profesi. Selain itu juga

dipertimbangkan kondisi eksternal,

seperti kecukupan informasi,
keterbukaan para pihak, serta
perkembangan hukum terkait produk
hukum yang dihasilkan Notaris.

Dalam konteks ini, pengenaan sanksi
perlu kecermatan dari sisi cost & benefit,
sechingga pengenaan sanksi dapat
dilakukan secara proporsional dan
berjenjang dalam upaya meningkatkan
profesionalisme profesi Notaris sebagai
pejabat publik. Sehingga penyelesaian
permasalahan tersebut tidak
mengedepankan sanksi pidana, namun
menggunakan pengenaan sanksi yang
terukur dan tepat, mengingat kelemahan
sistem peradilan, khususnya pidana yang
tidak efisien dan memerlukan waktu yang

lama.

PENUTUP

A. Pedoman bagi profesi Notaris dalam
menjalankan peran sebagai pejabat
umum yang professional berawal dari
lafal Sumpah Jabatan yang diucapkan
pada waktu diangkat sebagai Notaris
dan  dijalankan  sesuai  dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku serta memperhatikan
perkembangan hukum yang terjadi di

masyarakat, mengingat bahwa sistem

T \‘HM‘FH ‘ ‘




hukum adalah bagian sistem sosial

yang bersifat terbuka.

. Upaya pengawasan yang responsif dalam upaya
meningkatkan profesionalisme Notaris dalam
menjalankan peran sebagai pejabat umum
adalah meningkat kompetensi bagai Notaris
dalam menjalankan tugas yang diiringi dengan
proses pengawasan yang mempertimbang-kan
perlindungan profesi dan rasa keadilan yang
berkembang dalam masyarakat

Kondisi tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:

KONFLIKYANG
MENIMBULKAN
KERUGIAN

RASIONALITAS
HUKUMAN
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Sehingga proses pengenaan hukum dapat
dilakukan secara proporsional dan didasarkan
pada pengawasan yang professional sehingga
hasil yang didapat adalah peningkatan kinerja
Notaris  dan  kepercayaan  masyarakat,

khususnya sebagai pengguna jasa terjaga

Hukum Administrasi
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